BERITA NEGARA

REPUBLIK INDONESIA

No.288, 2010

KEMENTERIAN PERTANIAN. Budidaya. 1zin
Usaha

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39/Permentan/OT.140/6/2010

TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA TANAMAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa dalam rangka pengembangan usaha budidaya

tanaman telah diundangkan Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya
Tanaman;

bahwa untuk memberikan perlindungan dan
pemberdayaan petani skala luas, petani kecil dan petani
kecil berlahan sempit dalam mendukung ketahanan
pangan, serta menindaklanjuti amanat Pasal 18, Pasal
21 dan Pasal 22 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman,
perlu menetapkan Pedoman Perizinan Usaha Budidaya
Tanaman Pangan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992
Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan
(Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan
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10.

Lembaran Negara Nomor 3656);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005
Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4548);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor
68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Tahun
2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4866);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3699);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3586);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang
|zin Usaha Industri (Lembaran Negara Tahun 1995
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang
Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai
Atas Tanah ( Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
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Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang
Analisis Mengena Dampak Lingkungan (Lembaran
Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3838);

Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang
Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002
Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4254);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang
Produk Rekayasa Genetika (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4498);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provins, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/K ota (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang
Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun
2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor
5106);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu Il;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisas Kementerian Negara
Republik Indonesia;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungs Eselon |
Kementerian Negara;

Peraturan Menteri  Pertanian  Nomor  299/Kpts/
OT.140/7/2005 tentang Organisass dan Tata Kerja
Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 11/Permentan/ OT.140/2/2007;


http://www.djpp.depkumham.go.id

2010, No.288 4

21. Peraturan Menteri Pertanian  Nomor  341/Kpty
OT.140/9/2005 tentang Kelengkapan Organisas dan
Tata Kerja Departemen Pertanian, juncto Peraturan Menteri
Pertanian Nomor 12/Permentan/OT.140/2/ 2007,

22. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/
PD.310/9/2006 tentang Jenis Komoditi Binaan
Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG

PEDOMAN PERIZINAN USAHA BUDIDAYA
TANAMAN PANGAN.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Usaha Budidaya Tanaman Pangan adalah serangkaian kegiatan
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam nabati melalui upaya
manusia yang dengan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya
menghasilkan produk tanaman pangan guna memenuhi kebutuhan manusia
secaralebih baik;

Komoditas Tanaman Pangan adalah tanaman binaan Direktorat Jenderal
Tanaman Pangan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 511/K pts/PD.310/9/2006;

Pelaku Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut pelaku usaha
adalah petani skala luas, petani kecil, petani kecil berlahan sempit atau
perusahaan Tanaman Pangan yang mengelola usaha dalam proses produksi
dan/atau penanganan pasca panen.

Petani Skala Luas adalah perorangan warga negara Indonesia yang
melakukan usaha proses produks tanaman pangan dengan luasan lahan 2
ha (Dua hektar) sampa dengan kurang dari 25 ha (Dua puluh lima hektar)
dan/atau melakukan usaha penanganan pasca panen tidak mencapai
kapasitas unit terpasang usaha tertentu.
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Petani Kecil adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan
usaha proses produksi tanaman pangan dengan luasan lahan 0,3 ha (Nol
koma tiga hektar) sampai dengan kurang dari 2 ha (Dua hektar), dan/atau
melakukan usaha penanganan pasca panen tidak mencapa kapasitas unit
terpasang usaha tertentu.

Petani Kecil Berlahan Sempit adalah perorangan warga negara Indonesia
yang melakukan usaha proses produks tanaman pangan dengan luasan
lahan kurang dari 0,3 ha (Nol koma tiga hektar) dan/atau melakukan usaha
penanganan pasca panen tidak mencapal kapasitas unit terpasang usaha
tertentu, hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Perusahaan Tanaman Pangan adalah pelaku Usaha Budidaya Tanaman
Pangan warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan menurut
hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia yang mengelola Usaha
Budidaya Tanaman Pangan dengan skala usaha tertentu.

|zin Usaha Tanaman Pangan Proses Produksi selanjutnya disebut IUTP-P
adalah izin tertulis yang diberikan oleh pgabat yang berwenang dan wajib
dimiliki oleh pelaku usaha proses produksi di atas skala usaha tertentu.

|zin Usaha Tanaman Pangan Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut
IUTP-PP adalah izin tertulis yang diberikan oleh pgabat berwenang dan
wajib dimiliki oleh pelaku usaha penanganan pasca panen di atas skala
usaha tertentu.

|zin Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut I[UTP adalah
1zin tertulis yang diberikan oleh pejabat berwenang dan wajib dimiliki oleh
pelaku usaha proses produks dan penanganan pasca panen dengan skala
usaha tertentu.

Tanda Daftar Usaha Proses Produks selanjutnya disebut TDU-P adalah
keterangan tertulis yang diberikan oleh pgabat yang berwenang kepada
pelaku usaha yang melakukan usaha proses produks dibawah skala usaha
tertentu.

Tanda Daftar Usaha Penanganan Pasca Panen selanjutnya disebut TDU-PP
adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pgabat yang berwenang
kepada pelaku usaha yang melakukan usaha proses penanganan pasca
panen kurang dari skala usahatertentu.

Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Pangan selanjutnya disebut TDU
adalah keterangan tertulis yang diberikan oleh pgabat yang berwenang
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